PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR :TAHUN 2021

T EN’I‘ANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 85 TAHUN 2017’ R
TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI e
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PJLNGAWASAN DAN
SERTIFIKAS] BENIH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN BAI?AT

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Persitiitan: Daerah Nomor 8 "Fahun_f._i-':'-""-':'”' .
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkai;l'
Daerah Provinsi - Kahmantan Barai sebagfumana telati
diubah . beberapakah dan terakhn* dengan Per. ataran'
Daerah Nomor 5 Tahun 2021 ten‘tang Pembentuka_"”dan

bemh di Prov1n51 Kahmantan Barat ma it
Teknis Pengawasan c’ian Sertzﬁkasl_

Kalimantan - Bai at ya:ng telah dlbentuk, 'berdasarkan
Peraturan . (}ubemur Nomar 85 Tahun 2017 perlu
dilakukan penyesuaian daﬁ perubahan ;

c. bahwa  berdasarkan pertzmbangan -
dimaksud dalam huruf a dan™ humf b, n
menetapkan - Peraturan - Gubemur teni:ang” : Perubahan
Atas Peraturan Gubernur Nomor 85 Tahun 2017 'i:ental
Pembentukan Susmlan Qrgamsaa Tugas dan I"ungm
serta Tata - Keua Unit' Peiaksa,na Tekms Pengawasan d V4]
Sertifikasi Bemh P10v1ns1 Kahmantan Barat B

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undanb—Undanv Dasar Neﬂar '--Repubhk
Indonesia Tahun 1945 ' : _ : :

HARG PERANGIAT DATRES
ﬁm?fmvz Eﬁm@}zimémsa .

LT 192 [ <

Y

StsTEN T L emmpas




10.

.-2—

Undang-Undang Nomor 25  Tahun ':3'_.'_-1956 {entang_-_ R
Pembentukan Daerah-Daerah . Otonom . Provinsi Sl -
Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan" Kahmantan'f:f T
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahunm = -
1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran: Negara Repubhk.'

Indonesia Nomor 1106); S
Undang-Undang Nomor 29 — Tahun 2000 t@ﬁt&gg’f

Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran N'egara'--'_r_};_; : e
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241 (Tambahan'_--‘fﬂ b

Lembaran Negara Repubhk ‘Endome&a N{)ﬁ‘if_’)‘i’ 4089)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentangf'_;.f_ o
Hortikultura (Lembaran ~Negara Repubhk Indonesna i
Tahun 2010 Nomor 132, (Tambahan Lembaran Negara*r; :

Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparamrﬁ_.f :f i
Sipil Negara (Lembaran Negara: Repubhk Indonesza Tahun A
2014 Nomor 6, Tambahan . Lembaran Negara Repubh}{fj_;-_;_-._':-_.:;-_'-__ n

Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 'Ta‘hun” '2'014- t{ﬁntang’;”“f;'f“;'-'_-- Sl

Pemerintahan : Daerah - (L@mbaran Negaz*a Repubhkf:__'_
Indonesia Tahun 2014 Nomot 244, Tambahan Lembaran'_
Negara. Republik Indonesia Nomor 5587’) sebagazmana‘
telah dinbah beberapa I{ah dan iera}{hlr deﬁgan Undang—:

(Lembaran Nega:ra Republik Indones1a Tahun'Z'OQO Nomor

245, Tambahan Lembaran Negafa Repubhk Indomestta:'_:;__

Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tenta—mg S:{stemﬁ_-

Budidaya Pertanian Berkelemjutan (Lembaran Negara:
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 22, 'E‘ambahan-’_f-
Lembaran Negara Repubhk Indonesza Nomor 6412) i

Peraturan Pemez intah - Nomor 44 Tahun 1995 ten‘tang.ji_i' ;{' .
Perbenihan Tanaman - (Lembm an Negara Republik

Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, 'I‘ambahan Lembalal‘{“f
Negara Repubhk Indonesm Nomor 3616) o

Peraturan Pemerintah Nﬁﬁmr 102 'i‘a"zun 2900 tent’u]g-:_;; SRt

Standarisasi - Nasional (Lembaran Negara Rep}_lbhkf}.

Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahaﬁ Lembaran 5
Negara Republik Indonesia Nomor 4020)

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang'f_-'
Perangkat Daerah- (Lembaran Nega:a Repubhk Indonea:‘,la'”
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran: Negafa.‘_--_f_
Republik Indonesia Nomor '5887)" sebagazmana telah -
diubah dengan. Peraturan Pememntah Nomor 72 Tahun'
2019 tentang Pembahan Atas Pex aturan Pemermta_h
Nomor 18 Tahun 2016 - tentang Perang}::at Daerah___

(Lembaran Negara Republik Indotiesia Tahun 2019 Nomorﬁi Lol 'ﬁ:'_-;; _:
187, Tambahan Lembaran Negam Repubhk Indm’msmff S

Nomor 6402)
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11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi .Cabang
Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

12. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan
Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6) sebagaimana telah ..
diubah beberapakali dan terakhir dengan Peraturan - -
Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan
Barat Tahun 2021 Nemor 5, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5};

13. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2021 tentang =
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan.Fungsi'Ser_"ta‘ R
Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura . = -
Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah - vamsz"
Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 55);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS . -
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 85 TAHUN 2017.
TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS =
DAN FUNGS! SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS - |
PENGAWASAN DAN  SERTIFIKASI ~BENIH = PROVINSI.
KALIMANTAN BARAT. S A

Pasall

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 85 Tahun -2017 _ '
tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan FungSi, serta Tata U
Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan dan Sertifikasi Benih Provmsi_-__:‘ H
Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017-'-:' o
Nomor 85}, diubah sebagai berikut : |

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut -

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.

2, Pemerintah daerah adalah Gubemur sebagai unsm"' penyelenggara
pemerintahan  daerah  yang memlmpm pelaksanaan - “ur uszm
pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Kalimantan: Barai

3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
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4. Dinas adalah Dinas Tanaman Pangan dan Hortzkultma Prov1n31

Kalimantan Barat.

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tanaman Pangéﬁ" déjii Hortﬂ{ultula g L

Provinsi Kalimantan Barat.

6. Unit Pelaksana Teknis Pengawasan .dan Sertifikasi Eél1i§i' yang |

selanjutnya disebut UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih adalah- dﬁit R

teknis operasional yang melaksanakan kegiatan' tekms tertentu di- 5
bidang pengawasan dan sertifikasi benih.

7. Kepala UPT adalah Kepala UPT Pengawasan dan Sertifakas;t Bemh

Provinsi Kalimantan Barat.:

8. Aparatur Sipil Negara yang Selan}utnya dlsmgkat ASN adalah pl‘ofeszé'ifﬁi.:.:- i
bagi pegawal negeri sipil dan pegawai pemenntah dengan Pel‘.‘i&ﬂgzan_'_.'_.:.-:-';" R B

kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. -

9. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang sel:a:njutnya dlsebut Pega.wa1 ASN' o : ' ci
adalah pegawai negeri 81p11 dan pegawai pemenntah dengan perjanjian:_"' PR
kerja yang diangkat oleh pejabat pembina- kepegawa;an dan’ dzserah1;'_f 3 ::" ey
tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau- diserahi tugas negara;.l' fj.';

lainya dan digaji berdasarkan peraturan per undang~undangan

10.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya - dlsmgkat PNS adalah war ga--'
negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, dlangkat Sebaga; Sl
Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat: pembma kepegawaian untuk:_ i

menduduki jabatan pemermtahan

11.Jabatan Administrasi adaliah sekelompok gabatan yang benm fungs1 dan
tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta : admmls‘tra& o

pemerintahan dan pembangunan.

12.Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang mendudum Jabatanf:"_-':.:_'.5_';.-_'-'_ i

Administrasi pada instansi pemermtah

13.Jabatan Fungsional adalah: sekelompok gabatan yang ber;sz fungsz dan_:'

tugas berkaitan dengan pelayanan fungsxona} yaﬂg berdasax‘kan pada_zfg : i

keahlian dan keterampilan tertenm

14.Pejabat Fungsional adalah Pegawm ASN yang mendudukl Jabatanf’_;':;_'____:_.--: :

Fungsional pada instansi pemermtah

15.Sistem Budidaya Tanaman adalah 31stem pengembangan da.n-ff
pemanfaatan sumber daya alam nabati melalul upaya manus1a yang_.f'_'
dengan modal, tehnologi dan sumber daya Iamnya menghasﬂkan barang;f e

guna memenuhi kebutuhan manusia secara’ lebih baik;

16.Benih tanaman yang selanjutnya disebut benih adalah taﬁaman atau:_:;-:'_3_'_'3._-.;:. _-
bagiannya yang digunakan untuk. memperbanyak dan atauf. o

mengembang biakkan tanaman,.

17.Benih Bermutu adalah bemh yang- vanetasnya sudah terdaftar untukf.:'.i e
peredaran dan diperbanyak melalui sistem’ sertlﬁkam benih, mempuny&uf Saae
mutu genetik, mutu fisiologis, mutu- fisik’ serta’ status kesehatan yang:__ﬁ- Cl

sesuai dengan standar muf:u atau persyarataﬂ tekms rrnmmafi
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Benih sumber adalah tanaman atau bagiannya yang diguhakan " unfuk
perbanyakan benih mutu.

Kelas Benih adalah klasifikasi benih tanaman yang dikeluarkan oleh -
kementerian pertanian dengan sub bagiannya yaitu balai pengawasan -

sertifikasi benih yang menempatkannya dalam 4 kelas yaitu : Benth =~

Pejenis (Bs/Label Kunig), Benih Dasar (BD/Label Putih), Benih Pokok
(BP/label ungu}, Benih sebar (BR/Label biru).

.Benih Bina adalah benih dari varietas unggul yang telah dilepas, yarzg

produksi dan peredarannya diawasi.

Pengawasan adalah kegiatan pemeriksaan yang dilakukan 'secar‘a-:

berkala dan atau sewaktu-waktu diperlukan terhadap 'dok'umen,
tahapan produksidan atau benih vang beredar untuk mengetahm

kesesuaian mutu dan data lainnya dengan label dan standar mutu’ bma A

yang ditetapkan.

Peredaran adalah serangkaian kegiatan dalam rangka pényaiui"an dan' o
atau penjualan benih binatanaman pangan dan lokasi produksz ke '
lokasi pemasaran dan atau kepada masyarakat. '

Rekomendasi/Sertifikat Kompetensi Pfodusen?péngedaf' Benih B'iﬁa" [
adalah keterangan tertulis yang dikeluaarkan oleh Peiaksana Tekms L
Derah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan da_n e

sertifikasi benih bina tanaman pangan.

Monitoring stok dan penyaluran benih hina adalah ser aﬁgkaian jyang': R

dilakukan terhadap produsen/ pengedar benih bina . dengan Jalan'

mengumpulkan data sehingga dapat diketahui jumlah stok dan’ volume’-‘ S Fal

benih bina yang beredar di pasaran

.Pemasaran Benih adalah pengangkutan, penyaluran. dan penjualan’f
benih termasuk penyimpanannya baik di tempat pemasalan maupun S

waktu penyaluran.

Produsen Benih adalah orang atau badan hukum’ Vang bergerak:

didalam bidang produksi benih untuk keperluan padagangan' da_nﬁ_ L
penanaman. o

Pendaftaran adalah pencatatan dalam daftar resmi dar1 erang atau- Celn

badan hukum yang berusaha dalam ‘bidang benih.

Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat benih- ‘canaman setelah

melalui pemeriksaan, pengujian dan pengawasan Serta memenuhl SIS

semua persyaratan untuk diedarkan.

Laboratorium penguji adalah tempat yang melaksanakan péﬁg‘ﬁjiéh z‘a’ta’il L
menetapkan sifat/karakteristik mutu benih yang: melzpuu muty fisik e
(penetapan kadar air dan analisa kemuimian) dan iiszoiogzs (pengujzan . :
daya berkecambah), vang dilakukan terhadap setiap kelompok bemh'_- SR
yang akan diedarkan sesuai dengan proseduryang ditetapkan P@ngugzan' i

dilakukan dalam laboratorium penguji meliputi pengujlan Ladar -air, i
pengujian kemurnian, pengujian daya kecambah, -

Label adalah keterangan tertulis, tercetak atau bergambar mengenal L : =
mutu serta tempat asal benih yang ditempelkan dan’ dmeriakan secara-._ DR

jelas pada sejumlah benih, dalam bulk atau suatu wadah.
o
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2. Ketentuan Pasal 6, diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 6

(1) Susunan Organisasi UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih sebag&amama
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari :

a. Kepala UPT;

b. Sub Bagian Tata Usaha;

c. Seksi Pengawasan Peredaran Benih; dan
d. Seksi Sertifikasi Benih.

(2) Susunan Organisasi UPT Pengawasan dan Sertifikasi Beﬁih"sébagaimaha- L
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian-tidak terplsahka,n
dari Peraturan Gubernur ini. -

3. Ketentuan Bagian Ketujuh dan Pasal 15 diubah, sehingga | bernunyi sebaga;x L
berikut :

Bagian Ketujuh _ | |
Kedudukan dan Tugas Kelompok Jabatan Fungsional = L
Pasal 15 '

(1} Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan 'dl bawah dan_: o
bertanggung jawab secara langsung kepada Pe;abat lepman nggi- .
Pejabat  Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki
keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional berdasarkan_ S
jenjangnya sesuai ketentuan peraturan perundangwundangan _ o .

(2) Kelompok Jabatan Fungsional memiliki tugas memberikan pelavanaﬂ-'
fungsional yang berdasarkan keahlian dan ke‘cerampllan Sesuai-
ketentuan peraturan perundang-undangan. I e

(3) Jenis dan jumlah Jabatan Fungsional dltﬁtapkan sesual ketentuani-_:---'-:"-:’:
peraturan perundang-undangan. : -' '

4. Diantara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 1 (satu) Pa.sal yakm Pasa’l 18A : :  e
sehingga berbunyi sebagai berikut : - o

Pasal 18A

(1) Pengangkatan melalui penyetaraan Jabatan Admimstram ke dalam
Jabatan Fungsional di lingkungan Unit Pelaksana Teknis’ dﬂakukan_g Rt
setelah mendapat penetapan atau persetujuan dari kementerzan ‘i:erkajt_j“’-'._.f S
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. g S

(2) Bagi Unit Pelaksana Teknis yang dilakukan penyetaraan maupun'-'-
penghapusan Jabatan Administrasi ke dalam  Jdabatan - ﬁuﬁﬂalaild.l,'_: PESGETE b
dapat ditetapkan Koordinator Kelompok Jabatan: I‘ungs:tonai denganf'_; ey
Keputusan Kepala Unit Pelaksana Teknis sesuai ketentuaﬂ peratui‘anr Lol
perundang-undangan. R e T

(3} Rincian tugas dan fungsi koordinasi, tugas tambahan serta pengelo}aan'- P
kegiatan Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional : Sebagannana Rt
dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala}
Unit Pelaksana Teknis sesuai ketentuan peraturan perundarw— SR

undangan. : e
RARD PERANGEAT DARRAR [~ openone ¢ SERDA j o
HURUM POMBANARSA _ BT
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5. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : -

Pasal 22

Kepala UPT wajib memberikan dukungan dan kerja sama yang baik dalam
kegiatan pemantauan dan evaluasi serta fasilitasi penataan kelembagaan
dan analisis jabatan, ketatalaksanaan, serta reformasi birokrasi dan
akuntabilitas kinerja yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang
bertanggung jawab di Bidang Organisasi.

6. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas pada UPT Pengawasan _daﬂ'
Sertifikasi Benih tetap melaksanakan tugasnya sepanjang  belumi ada
penugasan yang baru dari Pejabat Pembina Kepegawaian.

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 'Peratura;n o

Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi
Kalimantan Barat. ' '

Ditetapkan di Pontianak

pada tanggal (n wil wgont

 GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,f

Diundangkan di Pontianak

pada tanggal [, iy Fon

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

AL, LEYSANDRI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2021 NOMOR w |




LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR TAHUN 2021

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 85 TAHUN} e
2017 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN

FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PLIVGAWASAN DAN

SERTIFIKASI BENIH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPALA UPT

PEREDARAN BENIH

SUB BAGIAN
TATA USAHA
SEKSI SEKSI o TR
PENGAWASAN SERTH“IKASI BENEH e

1 GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, & |




